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Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Bjb
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim dalam
persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir

Banjarmasin, 20 Desember 1966 (umur 57 tahun), agama

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan WiIraswasta, tempat

kediaman di Jalan Kebun Karet B.A.26/B10 RT.019 RW.008,

Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara,

Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan domisili

elektronik pada alamat email newdela35@gmail.com,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Lawan

Termohon, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal
lahir Banjarmasin, 17 Mei 1996 (umur 28 tahun), agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di Jalan Melati Indah Ujung
(simpang limau), kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA
Dalil Permohonan Pemohon
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor
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504/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 03 September 2024, telah mengajukan
gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah
pada tanggal 07 September 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 07 September 2018;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon
berstatus Duda/ Cerai Hidup (telah bercerai pada tahun 2016 di Pengadilan
Agama Rantau) dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini
antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal
di rumah bersama di Jalan. A.Yani KM 94 RT.006 RW.003, Kelurahan Pulau
Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin dan terakhir kumpul di
rumah bersama di Jalan Kebun Karet B.A.26/B10 RT.019 RW.008,
Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru
sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan
telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama Anak Pertama, lahir
di Banjarmasin, pada tanggal 08 April 2020 (umur 4 tahun), sekarang
diasuh oleh Pemohon ;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Awal Pernikahan
yakni di tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut,
saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon tersebut disebabkan:

a Adanya intervensi dari orang ketiga yakni orang tua Termohon;

b.  Termohon sering merasa dibohongi sejak 2018;

c Termohon merasa cemburu kepada Pemohon;

d Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan

Pemohon;
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7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi
pada April 2024, Termohon tidak pernah mempedulikan berkataan
Pemohon dan Termohon selalu membesar besarkan masalah yang sering
terjadi, Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah
bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama
kurang lebih 4 Bulan;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan
rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat
keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada
kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah
mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,
memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;
Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon serta
Termohon hadir di persidangan;
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Upaya Damai dan Mediasi
Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar
rukun kembali membina rumah tangga bahkan telah diperintahkan menempuh
proses mediasi dengan Mediator bernama Muhammad Zaki Mubarak, S.H.,
M.H. Mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru. Dan
berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut menyatakan mediasi
telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :
Pasal 1
Para pihak bersepakat apabila terjadi perceraian antara para pihak, maka
Hadhanah anak adalah pada Pihak Pertama;
Pasal 2
Para Pihak bersepakat bahwa Pihak Kedua masih bisa untuk menemui
anaknya tersebut seminggu dua kali dan dimanapun secara patut dan pantas;
Pasal 3
Para Pihak bersepakat untuk menjaga nama baiknya masing-masing dengan
cara yang patut dan pantas;
Pasal 4
Bahwa para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan
hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
Pasal 5
Bahwa para Pihak menyatakan siap melaksanakan isi kesepakatan ini secara
sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian
hari terdapat permasalahan terhadap isi kesepakatan ini, maka isi kesepakatan
ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilakukan eksekusi
terhadap para Pihak;
Pemeriksaan Perkara
Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana hasil
mediasi dengan kesepakatan sebagian dan mohon dimuat dalam pertimbangan dan
amar putusan;
Bahwa Termohon tidak pernah hadir kembali ke muka sidang setelah

proses mediasi meskipun telah di panggil secara resmi dan patut namun
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ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah,
karenanya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;
Pembuktian Pemohon
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti berupa :
A. Bukti Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas
nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin,
tanggal 07 Maret 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan
dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh
Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili NOMOr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang
dibuat oleh Ketua RT.019 RW.008 Loktabat Utara tanggal 2 September
2024 tempat Pemohon berdomisili sekarang, bukti surat tersebut telah
bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Yyang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 07 September 2018,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3
dan diparaf;
B. Bukti Saksi:
1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan
terakhir SLTA, tempat kediaman di Komplek Lotus Regancy, Jalan Kebun
Karet, Kelurahan loktabat Utara, Banjarbaru utara, Kota Banjarbaru, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemhon dan Termohon karena saksi
adalah anak kandung bawaan Pemohon dari istri terdahulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
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- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan
rukun, namun sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran terus
menerus;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
mulut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
termohon karena Termohon tidak suka dan cemburu jika Pemohon
menggunakan media sosial dan melihat tampilan dan gambar
perempuan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Juni 2024 hingga sekarang;

- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya karena Termohon masih
belum bersikap dewasa dan Termohon sering pulang ke rumah
orangtuanya juka terjadi pertengkaran dan itu terjadi berkali-kali;

- Bahwa tidak pernah ada kekerasan fisik saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal
bersama,;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah jarang
berkomunikasi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai namun
tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 34 tahun, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan terakhir -, tempat kediaman di Binuang, RT 04 RW 02
No. 68, Kelurahan A. Yani Pura, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemhon dan Termohon karena saksi
adalah pegawai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan
rukun, namun sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran terus

menerus;
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- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar, hanya cerita dari Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon, namun Termohon sering pergi dan
meninggalkan Pemohon jika terjadi pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
kurang lebih selama 4 bulan hingga sekarang;

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal
bersama,;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah jarang
berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai namun
tidak berhasil;

Bahwa Pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut
menyatakan sesuai dan Termohon menyatakan tidak keberatan serta kemudian
Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan
alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap ingin bercerai, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;
Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon
adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang
perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka
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perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima,
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara
cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan
kewenangan relatif, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili
perkara a quo;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan
Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah
tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum
dan kepentingan hukum (rechtsbevoegheid) dalam perkara a quo, sehingga
Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian
perkara a quo (legitima persona standi in judicio);

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan
Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke

Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui
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bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara a quo telah dilaksanakan mediasi
dengan mediator Muhammad Zaki Mubarak, S.H., M.H. berdasarkan laporan
mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan dan Berhasil mencapai hasil
kesepakatan mediasi sebagian;

Menimbang bahwa pada proses pembacaan gugatan, Pemohon
menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi
sebagian, terhadap perubahan tersebut Majelis Majelis Hakim berpedoman pada
ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan
atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan maka Pemohon mengubah
gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan
demikian, penambahan petitum oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah
dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
melalui proses litigasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan
Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon
pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada
duduk perkara di muka;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah
siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian
tersebut (he who asserts must prove), hal mana diatur pula dalam Pasal 283
R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus
ditetapkan menurut keadaan yang patut (billijjkheid) yaitu relevansi alat-alat
bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh
para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian
yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk
memastikan bahwa gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum,
maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan
dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat
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Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa
pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui
proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan
wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai
perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?

2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan
wajib dibuktikan oleh Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2
(dua) orang saksi bernama Nur Hasanah dan Liberty Hilde Gardis Binti Garis
Patrianto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon
akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 yang diajukan
Pemohon telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini.
Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan,
sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di
Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan akta autentik yang

dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah
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kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sebagaimana
ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon
berupa berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang isinya
menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tapin, namun
berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,
permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman Termohon, karenanya dalil permohonan Pemohon
bahwa tempat kediaman Termohon adalah di wilayah Kota Banjarbaru, maka
berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang
mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
dalam perkara a quo merupakan bukti utama (prima facie evidence) terhadap
suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan
bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai.
Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh
Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas
sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai
terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah
mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan
keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan
dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang
pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar
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keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri
tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di
muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap
oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon,
oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah
dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di
depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi
Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai
pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus
memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa
yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan
itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang
diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain
atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan
309 R.Bg;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan
keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang
pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut
adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat
sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan
para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Pemohon di muka
sidang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
istri yang telah menikah secara sah dan juga mengetahui penyebab
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lebih lanjut
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antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama, sejak saat
itu antara keduanya tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan
sudah pernah dirukunkan oleh para saksi, namun tidak berhasil yang
selengkapnya sebagaimana termuat pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon yang
mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan
pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi kedua Pemohon tidak pernah
mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari
Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk testimonium
de auditu;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi yang termasuk dalam
testimonium de auditu, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang
terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308
K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan
bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti
langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan
(vermoeden), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk
membuktikan sesuatu;

Menimbang, Bahwa keterangan saksi yang termasuk testimonium de
auditu tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon
mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat
tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan
Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling
mengunjungi lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan
Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon
hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih
abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik
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Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa
keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya
menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum
sebagai dalil pembuktian;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan
Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh
Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sah pada 7
September 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa ruamah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
harmonis yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat
tingga sejak bulan Juni 2024 atau kurang lebih selama 5 bulan hingga
sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tempat tingga sudah tidak terjalin komunikasi
yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusama mendamaikan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil;
Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;
Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan
dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya
jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum
putusan;
Pertimbangan Angka 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon untuk
mengucapkan lkrar Talak Kepada Termohon di depan Majelis Majelis
Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu
tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal
19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal
tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk
terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun; dan

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga
perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi
haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut
pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan
jika perkawinan sudah pecah (broken mariage) dengan indikator yang secara
nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang
disempurnakan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terdapat syarat aturan
sebagaimana Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama 1. Hukum Perkawinan
menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam
SEMA Nomor 1 tahun 2022 vyaitu : Perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti

suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
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harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah
tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulann kecuali ditemukan fakta hukum
adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, sebagaimana fakta hukum
di muka yaitu Pemohon dan Termohon jika dikumulasikan perpisahan keduanya
baru terjadi atau kurang dari 6 (enam) bulan dan tidak ada indikasi KDRT. Hal
tersebut dapat menjadi alasan bagi Hakim untuk mempertahankan rumah
tangga Pemohon dan Termohon dan penerapan asas mempersulit perceraian
sehingga secara gugatan yang diajukan Pemohon tergolong premature;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga
Pemohon dan Termohon Hakim menilai demi penerapan asas mempersulit
perceraian Oleh sebab itumaka menghindari kemudharatan (mafsadat) dengan
mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon harus lebih
diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (mashlahah) dengan
menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang
berbunyi:

dlaall s LIe 5382 awlasll £55

Artinya : “Menolak  kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”.
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di muka, maka

terhadap gugatan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima sehingga terhadap bukti-bukti lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut
karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima dan akan dimuat dalam
amar putusan ini;

Konklusi
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah

diketahui bahwa petitum Permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat
diterima dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI
1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet
ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Jum’at tanggal 1
Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1446
Hijriah oleh M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK
KMA Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi / I1zin Sidang dengan
Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Noor Hikmah, S.H sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya

Termohon.

Hakim Tunggal,

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H

Perincian biaya :

1 Pendaftaran Rp30.000,00

2. Proses Rp75.000,00

3. Panggilan Rp233.000,00

4. PNBP Panggilan Rp20.000,00

5. Redaksi Rp10.000,00

6. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp378.000,00
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(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
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